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    PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA 
    SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
          Jalan El Tari Nomor 3 Maumere Kode Pos 86113  
       Telepon 038221006/23543 Pos elektronik : - website - 

 
KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN 

SIKKA 

NOMOR : Setwan.         /        / I /2024 

TENTANG  

RENCANA KERJA TAHUNAN ( RKT ) PADA 

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIKKA 

TAHUN 2024 

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN SIKKA, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan arah yang jelas dalam menentukan 

target kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka, maka perlu 

menetapkan Rencana Kerja TAhunan (RKT) ; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris DPRD 

Kabupaten Sikka tentang Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat 

DPRD Kabupaten Sikka Tahun 2024; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat 

I     Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor Nomor 

122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia    Nomor 

1655); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
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Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor  244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022  tentang  

Hubungan  Keuangan  Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6757); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa 

Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6810); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana  Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4817);  

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
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Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5887); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan 

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6178); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan 

dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 

Tahun 2017 tentang Tata Cara perencanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah dan Rencana  Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang 

Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 

Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 

2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan 
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Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 288); 

18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang 

Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi 

Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada 

Tahun 2022; 

19. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 

2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025; 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2008 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten 

Sikka Tahun 2010-2030; 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 

2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka 

Nomor 98); 

22. Peraturan Bupati Sikka Nomor 32 Tahun 2021 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata 

Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah (Berita Daerah 

Kabupaten Sikka Tahun 2021 Nomor 32); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

KABUPATEN SIKKA TENTANG RENCANA KERJA TAHUNAN  

PADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SIKKA TAHUN 2024. 

Kesatu : Menetapkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Sekretariat DPRD 

Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2024. 

Kedua : Rencana Kerja Tahunan (RKT) Sekretariat DPRD KAbupaten Sikka 

Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat 

Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat 

Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Sikka. 
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Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak bulan Januari Tahun 2024 sampai dengan 

bulan Desember Tahun 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian 

hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. 

 

 Ditetapkan di Maumere 

pada tanggal,          Januari 2024 
Sekretaris DPRD  
Kabupaten Sikka 

 

 

GRATIANA ALFREDY HERIANTJE,S.SOS 
Pembina Utama Muda 

NIP. 19691102 199703 2 006 
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LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
KABUPATEN SIKKA 

NOMOR : Setwan.         /        / I /2024 
TANGGAL :               Januari 2024 
TENTANG : KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

KABUPATEN SIKKA TENTANG RENCANA KERJA TAHUNAN ( RKT ) 
PADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SIKKA TAHUN 2024. 

 
RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) 

TAHUN 2024 
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SIKKA 

 
No Sasaran Indikator 

Kinerja 
Target Program Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Target Anggaran (Rp) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Meningkatnya 
Tertib 
Administrasi 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan 

Persentase 
Layanan 
Administrasi 

100 Program 
Dukungan 
Pelaksanaan 
Tugas dan 
Fungsi DPRD 

1. Pembentukan 
Peraturan Daerah 
dan Peraturan DPRD 

Penyusunan dan 
Pembahasan 
Program 
Pembentukan 
Peraturan Daerah 

Jumlah    Dokumen    Hasil    
Penyusunan    dan 
Pembahasan  Program  
Pembentukan  Peraturan 
Daerah 

2 Dok      55.125.000 

      Pembahasan 
Rancangan 
Peraturan Daerah 

Jumlah Dokumen Hasil 
Pembahasan Rancangan 
Peraturan Daerah 

12 Dok 2.328.111.240 

     2. Pembahasan 
Kebijakan 
Anggaran 

Pembahasan KUA 
dan PPAS 

Jumlah  Dokumen  Hasil  
Pembahasan  KUA  dan 
PPAS 

1 Dok        4.851.000 

      Pembahasan APBD 
Perubahan 

Jumlah   Dokumen   Hasil   
Pembahasan   APBD 
Perubahan 

1 Dok        3.000.000 

     3. Peningkatan 
Kapasotas DPRD 

Orientasi DPRD Jumlah     Dokumen     Hasil     
Penyelenggaraan 
Orientasi DPRD 

1 Dok    504.800.500 

      Pendalaman Tugas 

DPRD 

Jumlah   Dokumen   Hasil   
Pendalaman   Tugas 
DPRD 

12 Dok 3.018.530.000 

      Publikasi dan 
Dokumentasi DPRD 

Jumlah Dokumen 
Penyebarluasan Produk 
Hukum   Daerah, Publikasi 
dan Dokumentasi Dewan 

12 Dok     46.200.000 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

     4. Penyerapan dan 
Penghimpunan 
Aspirasi Masyarakat 

Kunjungan Kerja 
Dalam Daerah 

Jumlah Laporan Hasil 
Kunjungan Kerja DPRD 

2 
Laporan 

   389.560.000 

      Pelaksanaan Reses Jumah Dokumen Hasil 
Pelaksanaan Reses 
 

2 Dok 2.099.920.000 

     5.Fasilitasi Tugas 
DPRD 

Penyusunan Laporan 
Kinerja DPRD 

Jumlah  Laporan  Fraksi,  
Alat  Kelengkapan  dan 
Kinerja DPRD yang 
Disusun 

1 
Laporan 

   135.623.410 

    Program 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 
Kabupaten 
Kota 

6. Administrasi 
Keuangan 
Perangkat Daerah 

Penyediaan Gaji dan 
Tunjangan 

Jumlah    Orang    yang    
Menerima    Gaji    dan 
Tunjangan ASN 

30 
orang 

2.711.391.633 

      Pelaksanaan 
Penatausahaan dan 
Pengujian/Verivikasi 
Keuangan SKPD 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penyediaan Administrasi 
Pelaksanaan Tugas ASN 

12 Dok   118.724.800 

     7. Administrasi 
Kepegawaian 

Bimbingan Teknis 
Implementasi 
Perundang-
Undangan 

Jumlah Orang yang 
Mengikuti Bimbingan 
Teknis Implementasi 
Peraturan Perundang-
Undangan 

10 
orang 

  199.750.000 

     8. Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

Penyediaan 
Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor 

Jumlah         Paket         

Komponen         Instalasi 

Listrik/Penerangan    

Bangunan    Kantor    yang 

Disediakan 

12 
Paket 

    24.486.160 

      Penyediaan 
Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

Jumlah    Paket    Peralatan    
dan    Perlengkapan 
Kantor yang Disediakan 

12 
Paket 

    46.181.290 

      Penyediaan Bahan 
Logistik Kantor 

Jumlah   Paket   Bahan   
Logistik   Kantor   yang 
Disediakan 

12 
Paket 

  180.580.680 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

      Penyediaan Barang 

Cetakan dan 

Penggandaan 

Jumlah Paket Barang 

Cetakan dan Penggandaan 

yang Disediakan 

12 
Paket 

  108.225.000 

      Penyediaan Bahan 
Bacaan dan 
Peraturan 
Perundang-
Undangan 

Jumlah Dokumen Bahan 
Bacaan dan Peraturan 
Perundang-Undangan yang 
Disediakan 

12 Dok       4.200.000 

      Penyelenggaraan 
Rapat Konsultasi dan 
Koordinasi SKPD 

Jumlah      Laporan      
Penyelenggaraan      Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

12 
Laporan 

  356.890.000 

     9. Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber 
daya air dan listrik 

Jumlah  Laporan  
Penyediaan  Jasa  
Komunikasi, Sumber Daya 
Air dan Listrik yang 
Disediakan 

12 
Laporan 

  294.634.000 

      Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum 
Kantor 

Jumlah   Laporan   
Penyediaan   Jasa   
Pelayanan Umum Kantor 
yang Disediakan 

12 
Laporan 

  520.623.500 

     10. Pemeliharaan 
Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan dan 
Pajak Kendaraan 
Perorangan Dinas 
dan Kendaraan Dinas 
Jabatan 

Jumlah Kendaraan 
Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas Jabatan 
yang Dipelihara dan 
dibayarkan Pajaknya 

5 Unit   630.817.220 

      Pemeliharaan 
Peralatan dan Mesin 
Lainnya 

Jumlah   Peralatan   dan   
Mesin   Lainnya   yang 
Dipelihara 
 

35 Unit     68.500.000 

      Pemeliharaan / 
Rehabilitasi Sarana 
dan Prasarana 
Pendukung Kantor 
atau Bangunan 
Lainnya 

Jumlah Gedung Kantor dan 
Bangunan Lainnya 
yang 
Dipelihara/Direhabilitasi 

4 Unit   349.999.734 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

     11. Layanan Keuangan 
dan Kesejahteraan 
DPRD 

Penyelenggaraan 
Administrasi 
Keuangan DPRD 

Jumlah   Anggota   DPRD   
yang   Menerima   Hak 
Keuangan DPRD 

35 
Orang 

17.330.865.852 

      Penyediaan Pakaian 
Dinas dan Atribut 
DPRD 

Jumlah Paket Pakaian 
Dinas dan Atribut DPRD 
yang Disediakan 

2 paket      804.500.000 

      Pelaksanaan Medical 
Check Up 

Jumlah Orang yang 
Mengikuti Medical Check 
Up 
DPRD 

35 
orang 

     122.500.000 

     12. Layanan 
Administrasi 
DPRD 

Penyelenggaraan 
Administrasi 
Keanggotaan DPRD 

Jumlah     Dokumen     Hasil     
Penyelenggaraan 
Administrasi Keanggotaan 
DPRD 

1 Dok      148.802.740 

      Fasilitasi Fraksi 
DPRD 

Jumlah Laporan Hasil 
Fasilitasi Fraksi DPRD 

12 
Laporan  

     282.719.510 

      Fasilitasi Rapat 
Koordinasi dan 
Konsultasi DPRD 

Jumlah Laporan Hasil 
Fasilitasi Rapat Koordinasi 
dan Konsultasi DPRD 

12 
Laporan 

  2.522.905.000 

      Penyediaan 
Kebutuhan Rumah 
Tangga DPRD 

Jumlah Paket Kebutuhan 
Rumah Tangga DPRD 
yang Disediakan 

12 
Paket 

 1.275.900.000 

 
 
 Ditetapkan di Maumere 

pada tanggal,          Januari 2024 
Sekretaris DPRD 
Kabupaten Sikka 

 

 

GRATIANA ALFREDY HERIANTJE,S.SOS 
Pembina Utama Muda 

NIP. 19691102 199703 2 006 
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